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RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR :   6 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PENGURUSAN HUTAN MANGROVE DAN HUTAN PANTAI  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa hutan sebagai modal pembangunan, memiliki peran nyata bagi 

kehidupan dan penghidupan yang memberikan manfaat ekologi, sosial, 
budaya dan ekonomi secara seimbang, berkelanjutan dan dinamis;  

b. bahwa hutan mangrove dan hutan pantai di Daerah merupakan salah 
satu penentu sistem penyangga kehidupan dan potensi sumberdaya 
alam yang harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara 
berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat untuk generasi saat 
ini dan masa yang akan datang;  

c. bahwa hutan mangrove dan hutan pantai di Daerah telah mengalami 
kerusakan akibat kejadian alam dan aktivitas manusia yang 
mengakibatkan penurunan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, 
sehingga perlu diatur pengurusannya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengurusan Hutan 
Mangrove dan Hutan Pantai; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3419); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4412); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4739); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
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  15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5056);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4814); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang 
Wilayah Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4833); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan 
Rehabilitasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4947); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum 
(Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 124); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang 
Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 
Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang 
Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 
Nomor 8 Seri E); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi  
Jawa Barat Nomor 71); 
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24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 5); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 21); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 

  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2008-2013  (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 88); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 71); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURUSAN HUTAN MANGROVE 

DAN HUTAN PANTAI.  
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan  Daerah ini, yang dimaksud dengan  : 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas 
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.  

6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.  

7. Kawasan Muara Sungai dan Pantai adalah pinggiran kiri kanan sungai 
dan pesisir pantai yang mempunyai nilai strategis dan potensial yang 
penanganannya diutamakan untuk meningkatkan fungsi lindung dan 
fungsi budidaya. 

8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya 
alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, 
guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.  

9. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya 
alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.  

10. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 
utama menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang 
kelangsungan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu 
kehidupan manusia. 

11. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau 
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap. 

13. Hutan Mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang 
selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh 
pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim. 

14. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun 
buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau 
lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.  

15. Hutan Pantai adalah hutan yang terdapat di daerah pantai dan tidak 
terpengaruh oleh pasang surut air laut dan didominasi dengan vegetasi 
pantai. 

16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut 
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. 
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